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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 111/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel dan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 242/PDT/2018/PT DKI Jakarta

Posisi

Kasus dalam Putusan Pengadilan  Negeri  Nomor

111/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel, sebagai berikut :

a. ldentitas Para Pihak

1)

2)

Penggugat/Terbanding :

Agus Suwandi bertempat tinggal di Kamp. Utan RT. 001/RW.
005, Ragunan, Pasar Minggu, memberikan kuasa kepada
advokat di kantor Hendrik, S.H., & Partners yaitu Hendrik F.
Siregar, S.H., M.H. berkedudukan di Puri Megah B-6 No.10,
Cipondoh, Tangerang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus
pada tanggal 17 September 2018.

Tergugat/Pembanding :

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, diwakili oleh Direktur
Apriliani T. Siregar dan lainnya berkedudukan di Sampoerna
Strategic Square, South Tower, JI. Jend. Sudirman, Kav. 45-46,
Jakarta, memberikan kuasa kepada para advokat di kantor SHM
Partnership yaitu Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H. dan
kawan-kawan berkedudukan di Gedung Granadi, Sayap Utara,

Lantai 7, JI. H. R. Rasuna Said, Blok x-1, Kav. 8-, Jakarta
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Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 15

Agustus 2018.

b. Uraian Singkat Pokok Gugatan

1)

2)

Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari (isteri penggugat)
merupakan pemegang polis dari Asuransi Jiwa Manulife No.
Polis 4291991760 dengan manfaat asuransi Rp 25.000.000,00,
tertanggung juga menyertakan ke-6 (enam) anaknya dalam
program Primajaga 100 produk asuransi dari Asuransi Jiwa
Manulife, apabila tertanggung meninggal maka ke-6 (enam)
anaknya menerima manfaat asuransi sebesar Rp 100.000.000
(seratus juta rupiah) untuk setiap anak, yaitu :

a.) Ray Arsya Naka, 10 Tahun.

b.) Michele Rainaya Naka, 6 Tahun.

c.) Fahri Arsyil Shahabi, 6 Tahun.

d.) Eleazar Darish Naka, 7 Tahun.

e.) Vanessa Annora Naka, 9 Tahun.

f.) Ziggy Al Ghifari, 2 Tahun.

Pada tanggal 23 April 2016 jam 20.00 WIB, Alm. Mayang Sri
sebagai tertanggung atau isteri penggugat, meninggal dunia saat
dalam perjalanan pulang dari tempat kerja ke rumah yang
berada di Villa Nusa Indah 2 Kabupaten Bogor, sebagaimana

dikeluarkan dalam Akta Kematian No AM. 500.0078909 pada
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tanggal 25 Mei 2016 oleh Suku Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

3.) Penyebab kematian dikarenakan penyakit Hipoksia e.c. Asma
Bronkial berdasarkan surat keterangan dr. Bunga dari Klinik
Sayang Bunda Jatih Asih Bekasi.

4.) Penggugat mengajukan klaim asuransi pada tanggal 2 Juni 2016
dengan menyertakan dokumen yang dipersyaratkan, serta
menyerahkan Polis asli sesuai dengan tanda terima tanggal 3
Juni 2016.

5.) Pada tanggal 11 Oktober 2016 PT. Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia atau Tergugat mengirimkan surat yang isinya tidak
bersedia membayar klaim atas meninggalnya tertanggung dan
membatalkan secara sepihak polis tersebut, alasannya
berdasarkan surat keterangan dr. Bunga, Tertanggung telah
menderita Asma Bronkial sejak 2013 sehingga telah memenuhi
sertifikat primajaga 100 Pasal V pengecualian ayat (1),
dikatakan bahwa :

Sakit/cidera baik yang disadari atau tidak, yang telah ada
sebelumnya untuk aman tertanggung mendapatkan
perawatan medis, diagnosa, konsultasi, pemeriksaan
laboratorium, pemeriksaan penunjang lainnya atau obat-
obatan sesuai resep tanggal berlakunya dari
pertanggungan kecuali tertanggung menderita sakit/cidera

ini dipertanggungkan dalam sertifikat asuransi selama 24
bulan.*°

40 Pytusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel
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6.)

7)

8)

9)

Bahwa Surat keterangan kematian dr. Bunga tidak berdasarkan
fakta hukum dikarenakan dr. Bunga tidak pernah
memeriksa/bertemu sewaktu Tertanggung dibawah ke Klinik
Sayang Bunda sehingga ia tidak berwenang untuk menentukan
penyebab kematian Tertanggung.

Bahwa faktanya saat tiba di klinik, Tertanggung sudah tidak
bernafas dan dinyatakan telah meninggal dunia saat diperiksa
oleh dokter pemeriksa, dimana Tertanggung meninggal secara
mendadak dan sebelumnya tidak sedang dirawat di Klinik
tersebut.

Sehingga penyebab kematian tidak termasuk dalam
pengecualian dalam  Sertifikat Primajaga 100 Pasal V
pengecualian ayat 1 dalam pertanggungan, oleh karena itu
Tergugat harus memenuhi kewajibannya dan alasan penolakan
yang diajukan tidak berdasarkan hukum.

Penggugat telah memperingatkan dengan memberikan somasi

namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya.

10.) Tergugat dianggap telah wanprestasi dan menimbulkan

kerugian secara materil sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah) dan Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah) bagi ke-6 anak Tertanggung yang diikutsertakan dalam

program Primajaga 100. Kerugian immateril yang diajukan
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Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
karena telah menyita waktu, pikiran dan batin.

11.) Penggugat juga meminta diletakkannya sita jaminan
(conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat
untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari menjadi
tidak sia-sia.

12.) Diwajibkan dwangsom kepada Tergugat untuk menjamin
pelaksanaan putusan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari,
agar Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan putusan tersebut.

13.) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat
memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu,
meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, kasasi ataupun
yang lainnya.

. Uraian Singkat Jawaban Gugatan

Tergugat-menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat,
kecuali secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh

Tergugat. Gugatan Penggugat tersebut ditanggapi sebagai jawaban

Tergugat, sebagai berikut:

1.) Surat kuasa Penggugat tidak sah secara hukum, dikarenakan
penggugat tidak menyebutkan siapa saja ahli waris dari Alm.
Mayang Sri yang diwakilinya dan dasar alasan penggugat

bertindak mewakili ahli waris yang bukan merupakan anaknya.
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2)

3.)

4.)

5)

Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan
a quo, mengingat berdasarkan KHI anak yang tidak berasal dari
perkawinan antara Agus Suwandi dan Alm. Mayang Sri
seharusnya diwakilkan oleh Ibu dari Alm. Mayang Sri bukan
Agus Suwandi.

Gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil keabsahan gugatan
karena tidak menyebutkan secara jelas identitas Penggugat,
mengingat pada bagian persona standi gugatan a quo yang
mengajukan  gugatan bukanlah Agus Suwandi pribadi
melainkan ia bertindak untuk mewakili ahli waris Alm. Mayang
Sri dan identitas ahli waris tersebut tidak disebutkan pada
bagian persona standi gugatan a quo.

Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak
menyertakan dr. Bunga dan/atau Klinik Sayang Bunda,
mengingat penggugat mengatakan surat keterangan kematian
oleh dr. Bunga Klinik Sayang Bunda tidak sesuai fakta hukum
maka seharusnya secara hukum dr. Bunga dan Klinik Sayang
Bunda diikutsertakan sebagai tergugat dalam perkara a quo.
Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) karena posita dan
petitum saling bertentangan, dimana nomor sertifikat asuransi
dalam petitum dan posita berbeda sehingga tidak jelas dan
kabur. Kemudian petitum tidak didukung dengan posita dan

petitum a quo bersifat umum, dimana penggugat menyatakan
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6.)

7)

8.

9)

bahwa Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Pasal V pengecualian
ayat (1) harus dinyatakan batal demi hukum tanpa menjelaskan
dalam posita gugatan mengapa harus dinyatakan batal hukum.
Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari adalah nasabah
pemegang polis asuransi, Tergugat mengikuti Program Asuransi
Primajaga 100 dan Program Asuransi Proteksi Prima Rencana
Optima-Executive - 05. Namun dalil-dalil yang diajukan
penggugat tidak benar terkait nomor polis dan penerima manfaat
pada tiap program dan polisnya.

Keikutsertaan program asuransi harus dilandasi kebenaran
informasi, dimana Tergugat tidak menyembunyikan informasi
terkait kesehatannya sesuai dengan Pasal 251 KUHD.
Ketentuan-ketentuan dalam sertifikat asuransi dan polis asuransi
atas nama Alm. Mayang Sri mengikat secara hukum,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian
tersebut mengikat kedua belah pihak yang membuatnya.
Tergugat telah menerima klaim asuransi atas nama Tertanggung
Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari yang disertai dengan
dokumen pendukung salah satunya surat keterangan dr. Bunga
yang diajukan oleh Penggugat. Kemudian dilakukan investigasi
kepada Rumah Sakit Ibu dan Anak Anna serta Rumah Sakit Ibu

dan Anak Hermina Galaxi yang memberikan keterangan bahwa
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Alm. Mayang Sri vyaitu tertanggung pernah melakukan
pengobatan rawat jalan asma bronkial sejak tahun 2013.

10.) Tertanggung tidak membayarkan uang pertanggungan atas
program asuransi Primajaga 100 dan Proteksi Prima Rencana
Optima-Executive 05 atas nama Tertanggung Yyaitu Alm.
Mayang Sri Wardhaningsari karena Tertanggung meninggal
dunia akibat penyakit yang diderita sebelum berlakunya
pertanggungan, yang tidak pernah diungkapkan pada saat
mendaftarkan diri dan terjadi kurang dari 24 (dua puluh empat)
bulan sejak berlangsungnya pertanggungan;

11.) Klaim asuransi atas nama Alm. Mayang Sri yang diajukan oleh
Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah
disepakati dalam sertifikat asuransi dan polis;

12.) Tidak terdapat cidera janji (wanprestasi) oleh Tergugat;

13.) Tuntutan ganti kerugian tidak sah karena tidak terbukti
terjadinya wanprestasi dan kerugian imateriil yang diajukan
sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) adalah ilusionir
atau mengada-ada.

14)) Tidak terdapat alasan yang sah secara hukum untuk
mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat karena tidak
terbukti terjadi wanprestasi, bahkan sekalipun terbukti
permohonan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan Pasal

227 HIR, khususnya ayat (1) jo Pasal 198 ayat (1) HIR.
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15.) Tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak sah karena berdasarkan
aturan, yurisprudensi serta doktrin hukum yang berlaku,
dwangsom tidak sah untuk diberlakukan dalam hukuman
pembayaran uang.

16.) Permohonan putusan serta merta tidak sah secara hukum,
mengingat perlu diketahui terlebih dahulu terkait permohonan
gugatan a quo yang diajukan apakah telah memenuhi syarat
untuk dijatuhkannya putusan yang dapat dijalankan terlebih
dahulu.

17.) Biaya perkara karena tidak terbuktinya gugatan penggugat maka
seharusnya penggugat membayar biaya perkara

. Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel
tertanggal 2 November 2017, dengan amar putusan sebagai berikut :

1.) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2.) Menyatakan Tergugat selaku perusahaan asuransi atau
Penanggung telah wanprestasi;

3.) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp
25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing
penerima manfaat yaitu anak-anak dari Tertanggung (Alm.

Mayang Sri);
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4.) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp
461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
Kemudian tergugat mengajukan banding atas Putusan yang
dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun putusan
tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan
Putusan Nomor 242/PDT/2018/ PT DKI.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2019

PT. Asuransi Jiwa Manulife sebagai phak yang kalah dalam Putusan
Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi mengajukan permohonan
Kasasi kepada Mahkamah Agung dan Agus Suwandi sebagai Termohon
Kasasi, sebagai berikut :

a. Uraian Singkat Alasan Kasasi

Pemohon Kasasi yaitu PT. Asuransi Jiwa Manulife memohon
agar Majelis Hakim Agung dapat membatalkan atau menyatakan
batal Putusan . Pengadilan - Tinggi DKI Jakarta Nomor
242/Pdt/2018/PT DKI juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel dan mengabulkan
seluruh petitum Pemohon Kasasi yang dinyatakan dalam bagian

petitum jawaban dalam Perkara Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel
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b. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1318
K/Pdt/2019
Hasil pada tingkat kasasi dengan amar sebagai berikut :
1.) Menolak permohonan kasasi dari PT Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia;
2.) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan, dalam tingkat kasasi sebesar Rp

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

B. Pembahasan
1. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung pada Sengketa

Klaim Asuransi terkait Putusan Mahkamah Agung No. 1318 K/Pdt/2019

Perlindungan hukum telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa
“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat
dari tindakan yang sewenang-wenang oleh pihak lain yang dilakukan secara
melawan hukum dan mengakibatkan kerugian.

Tujuan perlindungan hukum yaitu untuk menciptakan ketertiban dan
ketenteraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehigga masyarakat
mendapatkan perlindungan atas haknya melalui peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Perlindungan hukum telah banyak diterapkan
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sebagai dasar dan sumber hukum dalam pembuatan berbagai peraturan
perundang-undangan.

Sengketa pada asuransi adalah perselisihan yang terjadi antara
tertanggung dan penanggung terkait produk dan/atau layanan asuransi setelah
melalui proses penyelesaian pengaduan secara internal atau melalui
perusahaan asuransi terkait yang tidak mencapai kesepakatan. Kemudian
sengketa klaim asuransi dapat diartikan sebagai perselisihan pengajuan klaim
yang diajukan tertanggung kepada penanggung, salah satunya penolakan atau
tidak dikabulkannya klaim asuransi.

Perlindungan terhadap tertanggung pada sengketa klaim asuransi
digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan dari
peristiva sengketa klaim yang dapat merugikan tertanggung, dimana
perlindungan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi
antara pihak terkait. Penyelesaian sengketa yang terjadi dilakukan dengan
upaya-upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sengketa yang terjadi antara Agus Suwandi (suami dari Tertanggung)
dengan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia pada Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1318 K/Pdt/2019 terkait dengan hukum peransuransian dan
perlindungan konsumen. Para pihak telah mengikatkan diri sebagaimana
yang tertuang dalam polis asuransi yang diterbitkan. Perjanjian antara Alm.
Mayang Sri sebagai tertanggung dan PT. Asuransi Jiwa Manulife sebagai
penanggung merupakan perjanjian yang sah, mengingat sudah terpenuhinya

syarat-syarat sahnya perjanjian baik umum maupun khusus, sebagai berikut:
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Syarat umum
a. Kesepakatan para pihak
Terjadinya kesepakatan antara Alm. Mayang Sri dan PT.
Asuransi Jiwa Manulife. Pada tanggal 13 April 2015, Alm. Mayang
Sri mendaftarkan diri dalam program asuransi Primajaga 100 dengan
mengisi dan menandatangani 6 (enam) formulir aplikasi untuk ke-6
(enam) ahli waris sebagai penerima manfaat. Kemudian pada
tanggal 11 November 2015, Alm. Mayang Sri mendaftarkan diri
untuk mengikuti program asuransi Proteksi Prima Rencana Optima-
Executive 05. Formulir aplikasi tersebut merupakan perjanjian baku
yang telah dibuat oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife dan Alm.
Mayang Sri selaku tertanggung telah mengisi dan menandatangani
sehingga telah terjadi kesepakatan antara tertanggung dan
penanggung.
b. Kecakapan berbuat hukum
Para pihak terkait dimana Alm. Mayang Sri telah menikah
serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga tertanggung cakap
hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum serta PT. Asuransi
Jiwa Manulife merupakan perusahaan asuransi yang berbadan
hukum dan memiliki izin usaha.
¢. Mengenai suatu hal tertentu
Obyek dalam perjanjian asuransi ini yaitu pertanggungan atas

jiwa Alm. Mayang Sri sebagai tertanggung, manfaat yang diperoleh
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apabila tertanggung meninggal sebagaimana yang telah ditentukan
dalam sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bagi
penerima manfaat yaitu Ray Arsya Naka dan Eleazar Darish Naka
dan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi setiap penerima
manfaat, terdapat 6 (enam) ahli waris yang diikutsertakan program.
d. Sebab yang halal
Perjanjian asuransi ini bertujuan untuk pengalihan risiko dari
tertanggung kepada penanggung yang dibuat berdasarkan
kesepakatan para pihak yang terikat, dimana dalam perjanjian
tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan serta
ketertiban umum.
Syarat khusus
a. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 251 KUHD, bahwa perjanjian
dilaksanakan dengan itikad baik dimana keterangan yang diberikan
baik oleh tertanggung maupun penanggung harus disampaikan
secara jujur, benar, dan konkret. Pada saat dibuatnya perjanjian
hingga keluarnya polis asuransi masing-masing pihak melaksanakan
prinsip tersebut, dimana penanggung menjelaskan terkait program
asuransi yang diikuti tertanggung dan tertanggung memberikan
informasi terkait kesehatan dan penyakitnya.
Berdasarkan uraian di atas, syarat sahnya perjanjian baik umum
maupun Kkhusus telah terpenuhi sehingga perjanjian asuransi antara

tertanggung dan penanggung merupakan perjanjian yang sah sesuai dengan
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aturan hukum yang berlaku. Apabila tertanggung telah memenuhi syarat di
atas serta syarat yang ditentukan oleh penanggung dalam perjanjian yang
disepakati maka penanggung akan menerbitkan polis asuransi.

Kemudian dengan dikeluarkannya polis asuransi dari penanggung,
maka masing-masing pihak baik penanggung maupun tertanggung memiliki
hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Tertanggung merupakan salah
satu bagian dari nasabah asuransi. Nasabah asuransi adalah pemegang polis,
tertanggung dan/atau penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa.*!
Berdasarkan uraian tersebut nasabah asuransi sebagai pengguna layanan jasa
pada sektor jasa keuangan yaitu perasuransian dapat disebut sebagai
konsumen yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam
UUPK.

Hak tertanggung

a. Tertanggung berhak menerima informasi secara lengkap dan benar

terkait polis asuransi dan Alm. Mayang Sri telah mendapatkan hal
tersebut dari tertanggung;

b. Tertanggung berhak menerima polis, sebagaimana polis asuransi

yang dimiliki tertanggung yaitu Sertifikat Asuransi Primajaga 100
Nomor 003589560006, Nomor 003589559487,  Nomor
003589561236, Nomor, 003589558836, Nomor 003589560550,

Nomor 003589561897 dan Polis Nomor 4291991760

41 Keputusan RAT AAJI No0.03/AAJI/2012 tentang Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasar
Asuransi Jiwa.
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c. Tertanggung atau penerima manfaat menerima manfaat polis
apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan sebagaimana yang
tertuang dalam polis sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah) dan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tiap ahli
waris (sebanyak 6), namun pihak penanggung dalam hal ini PT.
Asuransi Jiwa Manulife menolak pembayaran klaim asuransi dan
membatalkan perjanjian secara sepihak.

Kewajiban tertanggung

a. Membayar premi, tertanggung membayar premi untuk tiap Program
Asuransi Primajaga 100 sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu
rupiah) setiap bulannya sehingga keseluruhan yang dibayar sebesar
Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mengingat
diikutsertakannya ke-6 (enam) ahli waris Alm. Mayang Sri.
Kemudian pada program asuransi Proteksi Prima Rencana Optima-
Executive 05 tertanggung -~ membayar -~ premi sebesar Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahunnya.

b. Memberikan keterangan berdasarkan prinsip utmost good faith, saat
pengisian dan pengajuan formulir aplikasi Alm. Mayang Sri telah
menyatakan bahwa dirinya sehat tanpa diserta atau mempunyai
gejala/penyakit sehingga, kemudian penanggung menerima polis
tersebut dan polis asuransi dikeluarkan tanpa dilakukan medical

check-up.
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Hak penanggung

a. Menerima premi sesuai dengan besaran yang telah ditentukan
sebagaimana diuraikan di atas;

b. Mendapatkan keterangan dari tertanggung berdasarkan itikad baik,
dalam hal ini penanggung menyatakan bahwa tertanggung yaitu
Alm. Mayang Sri mempunyai riwayat penyakit yaitu Asma sebelum
dilakukannya perjanjian asuransi sehingga tertanggung tidak
memberikan informasi yang benar hal ini berdasarkan surat
keterangan dr. Bunga yang diajukan oleh Penggugat pada saat klaim
asuransi yang kemudian dicabut oleh dr. Bunga.

Kewajiban penanggung

a. Memberikan polis kepada tertanggung, sebagaimana yang telah
dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife yaitu sebanyak 7
(tujuh) nomor polis asuransi yang dikeluarkan untuk Alm. Mayang
Sri;

b. Membayar manfaat polis yang diderita tertanggung, dalam hal ini
penanggung menolak pembayaran klaim dikarenakan keterangan
yang diberikan tertanggung terkait kesehatannya dianggap tidak
benar dan membatalkan perjanjian secara sepihak.

Sengketa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2019

merupakan sengketa dengan objek polis asuransi pertanggungan jiwa yang
klaimnya ditolak dengan alasan penyebab kematian tertanggung dikarenakan

penyakit Hipoksia e.c. Asma Bronkial sesuai dengan keterangan yang
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diberikan dr. Bunga. Namun faktanya, surat tersebut dicabut oleh dr. Bunga
karena ia tidak berada di Klinik Sayang Bunda saat tertanggung meninggal
dan tidak bertemu ataupun memeriksa tertanggung sehingga surat tersebut
tidak berdasarkan fakta, oleh karena hal tersebut alasan penolakan klaim oleh
penanggung tidak dapat dibenarkan.

Akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan penanggung yaitu
adanya penyelesaian hukum yang dilakukan baik melalui litigasi maupun
non-litigasi. Klaim asuransi yang sulit diperoleh dan pengurusannya tidak
mudah merupakan permulaan sengketa antara penanggung dan tertanggung
karena tidak dipenuhinya perjanjian asuransi tersebut. Oleh karena hal
tersebut, perlindungan hukum terhadap tertanggung diperlukan untuk
melakukan penyelesaian sengketa klaim yang terjadi.

a. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan

Berdasarkan data BMAI pada tahun 2019 terdapat sengketa
Klaim asuransi yang diselesaikan baik secara mediasi dan ajudikasi
yaitu 261 sengketa asuransi jiwa dan 310 asuransi umum. Pada
asuransi jiwa terdapat 119 klaim yang diterima dan 142 klaim yang
ditolak, kemudian pada asuransi umum terdapat 163 klaim diterima
dan 147 klaim yang ditolak*?.

Berdasarkan data tersebut, klaim yang ditolak lebih banyak

dibandingkan yang diterima, sehingga banyak sengketa yang

4 <“Realisasi Sengketa”, Online, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021, WWW
http://www.bmai.or.id/Content.aspx?id=17
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berakhir di pengadilan. Sengketa asuransi dapat diselesaikan melalui
pengadilan. Mulai dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi
(PT), hingga Mahkamah Agung (MA). Proses peradilan dilakukan
dengan pemeriksaan bukti-bukti, saksi-saksi, dan lain-lain pada
tingkat pertama, yang mana putusannya dapat memenangkan atau
mengalahkan salah satu pihak.

Kemudian pihak yang tidak puas atas putusan Pengadilan
Negeri dapat mengajukan upaya banding kepada Pengadilan Tinggi,
apabila masih keberatan maka dapat mengajukan permohonan kasasi
kepada Mahkamah Agung.

. Perlindungan hukum berdasarkan KUHPerdata

Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata, apabila penanggung
tidak memenuhi perjanjian atau wanprestasi dapat dilakukan upaya
hukum dengan menuntut ganti kerugian. Oleh karena hal tersebut,
atas penolakan klaim oleh penanggung, tertanggung dapat menuntut
penggantian biaya, ganti kerugian dan bunga.

Berdasarkan Pasal 1318 KUHPerdata, disebutkan bahwa
“Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri
sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak
daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata
dari sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya”. Hak yang
dimiliki tertanggung ketika tertanggung meninggal untuk menerima

manfaat asuransi akan beralih kepada ahli waris sebagai penerima
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manfaat. Penerima manfaat menggantikan kedudukan tertanggung
untuk memperoleh manfaat asuransi sebagaimana yang tertuang
dalam polis.

Perjanjian yang dibuat oleh penanggung dan tertanggung
adalah perjanjian sah yang berlaku sebagai undang-undang bagi
pihak terkait, termasuk penerima manfaat yang tercantum dalam
polis asuransi. Hal ini mengartikan bahwa perjanjian asuransi
mengikat sehingga para pihak harus memenuhi hak dan
kewajibannya.

Apabila penanggung melakukan perbuatan melangagr hukum
maka tertanggung dapat menuntut penanggung bila dapat
membuktikan bahwa telah terjadinya perbuatan penanggung yang
telah merugikan tertanggung sebagaimana tertuang dalam Pasal
1365 KUHPerdata.

. Perlindungan hukum berdasarkan UUPK

Kemudian dalam UUPK, perlindungan tidak hanya diberikan
kepada konsumen melainkan juga diberikan kepada pelaku usaha.
Dalam UUPK, konsumen diartikan sebagai pengguna jasa atau
produk baik untuk diri sendiri maupun orang lain, sehingga nasabah
asuransi dapat diartikan sebagai konsumen dalam penggunaan
layanan jasa asuransi. Perlindungan diberikan dengan mengatur hak
dan kewajiban antara tertanggung sebagai konsumen dan

penanggung sebagai pelaku usaha.
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Ditinjau dari UUPK berdasarkan Pasal 4 huruf h, disebutkan
bahwa salah satu hak konsumen yaitu “hak untuk mendapatkan
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya”. Berdasarkan Pasal 7 huruf g, salah satu
tanggung jawab pelaku usaha termasuk penanggung adalah
memberikan ganti kerugian atas kerugian yang dialami konsumen
akibat jasa yang digunakannya tidak sesuai dengan perjanjian.

Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang,
pemberian santunan atau yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.*® Selain terdapat ketentuan pelindungan hukum preventif
dengan mengatur hak dan kewajiban antara penanggung dan
tertanggung, tanggung jawab dan larangan bagi pelaku usaha dalam
hal ini penanggung, undang-undang ini juga mengatur perlindungan
hukum represif yang diberikan kepada tertanggung.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non-litigasi
maupun litigasi. Pelaku usaha yang menolak atau tidak memenubhi
ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana yang telah diuraikan
di atas, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa
konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat

kedudukan konsumen.**

4 Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
4 pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

63



BPSK merupakan badan yang dibentuk secara khusus untuk
menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen,
sebagaimana telah diamanatkan dalam UUPK. Penyelesaian
sengketa dilakukan secara konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Putusan
BPSK bersifat final dan mengikat, namun masih dapat diajukan
keberatan kepada Pengadilan Negeri. Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri dapat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Terdapat satu bab khusus dalam UUPK yang mengatur
mengenai perlindungan hukum represif yaitu Bab X Penyelesaian
Sengketa Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Berdasarkan Pasal 45
ayat (1) UUPK, disebutkan bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan
dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui
peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Kemudian
berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UUPK, disebutkan bahwa gugatan atas
pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dapat dilakukan oleh
konsumen yang dirugikan, kelompok konsumen = yang
kepentingannya sama, lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat yang memenuhi syarat, pemerintah dan/atau instasi
terkait.

Perlindungan konsumen diselenggarakan salah satunya
berdasarkan asas kepastian hukum, dimana hal ini bertujuan agar

pelaku usaha dan konsumen dapat menaati hukum dan memperoleh
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keadilan dalam menyelenggarakan hubungan yang terjadi, termasuk
antara penanggung dan tertanggung.
. Perlindungan hukum berdasarkan UU OJK

Ditinjau dari UU OJK, ketentuan terkait perlindungan
konsumen pada sektor jasa keuangan termasuk asuransi diatur dalam
Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 UU OJK, namun undang-undang
ini tidak mengatur secara khusus mengenai penyelesaian sengketa
antara konsumen dan pelaku usaha di sektor jasa keuangan,
melainkan ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan OJK.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a UU OJK, disebutkan
bahwa OJK dalam tugas pengaturan sektor jasa keuangan memiliki
wewenang untuk menetapkan Peraturan pelaksana undang-undang
OJK, salah satunya terkait perlindungan konsumen dan masyarakat.

Sebagaimana peraturan yang dikeluarkan oleh OJK yaitu
POJK No.1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan untuk memberikan upaya peningkatan layanan konsumen
sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39,
penyelesaian sengketa pada tertanggung harus terlebih dahulu
melalui pelayanan dan pengaduan yang disediakan penanggung.
Apabila telah dilakukan pemeriksaan, analisis dan pengaduan
tertanggung benar, maka penanggung wajib menyampaikan

pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi. Kemudian jika tidak
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mencapai kesepakatan, tertanggung dapat melakukan penyelesaian
sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan
melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif (LAPS). LAPS
dibentuk berdasarkan POJK No0.1/2014 yang telah dicabut dan
digantikan dengan POJK No0.61/2020 tentang Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Pada sektor asuransi
terdapat Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI),
yang memberikan upaya penyelesaian sengketa secara mediasi,
ajudikasi dan arbitrase. Selain melalui BMAI, tertanggung dapat
mengajukan permohonan kepada OJK untuk memfasilitasi
penyelesaian pengaduan.

Penyelesaian sengketa berdasarkan UU OJK dapat dilakukan
dengan cara tertanggung sebagai nasabah asuransi menyampaikan
pengaduan kepada penanggung, apabila pengaduan tersebut tidak
mencapai kesepakatan maka perlu dilakukan penyelesaian sengketa.
Oleh karena hal tersebut, tertanggung dapat melakukan penyelesaian
sengketa dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan
(melalui BMALI atau difasilitasi OJK).

Terhadap penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh PT. Asuransi
Jiwa Manulife, Agus Suwandi sebagai penggugat (mewakili penerima
manfaat) memilih melakukan penyelesaian secara litigasi atau melalui

pereadilan dengan menggugat pelaku usaha melalui Pengadilan Negeri.
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Sebelum dilakukan gugatan, penggugat telah memberikan somasi terhadap
tergugat karena tidak melaksanakan kewajibannya. Namun somasi tersebut
tidak ditindaklanjuti sehingga berlanjut dengan mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penolakan klaim yang dilakukan penanggung dan pembatalan polis
secara sepihak karena tidak melakukan pembayaran premi asuransi
diakibatkan tertanggung telah meninggal tidak dapat dibenarkan, mengingat
keputusan tersebut dilakukan secara sepihak dan tidak diberikannya
kesempatan kepada tertanggung untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua
belah pihak, sehingga penerima manfaat dalam hal ini ahli waris tertanggung
menjadi pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas tertanggung berhak menerima manfaat
asuransi atas kematian dirinya, manfaat tersebut diberikan kepada ahli waris
dari tertanggung sebagai penerima manfaat yang mempunyai hak atas klaim
asuransi- sebagaimana - yang tertuang dalam polis asuransi, apabila
penanggung menolak maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa baik
secara litigasi maupun non-litigasi yaitu melalui BPSK, BMAI maupun OJK
yang lebih cepat, murah dan sederhana.

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian, maka akibat
hukum dari tindakan tersebut yaitu dilakukannya penyelesaian sengketa,
bergantung pada tertanggung dalam memilih penyelesaian sengketa yang
dilakukan yaitu secara litigasi atau non-litigasi. Namun, dalam hal ini Agus

Suwandi memilih secara litigasi untuk memperoleh ganti kerugian yang
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dialami penerima manfaat dari ditolaknya pengajuan klaim Program
Primajaga 100 dan Program Asuransi Proteksi Prima Rencana Optima-
Executive 05, dengan menggugat penanggung atas penolakan klaim yang

mengakibatkan kerugian.

. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor

1318 K/Pdt/2019

Pada Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel, telah dilakukan
proses pemeriksaan perkara di persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, yang mana telah dilakukan pemeriksaan gugatan penggugat dan juga
pembuktian. Dimana Hakim dalam menjatuhkan putusan harus dilandasi
alasan yang mendasar dan pertimbangan yang jelas, sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Pada putusan di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Majelis
Hakim menjatuhkan putusan, sebagaimana tertuang dalam amar Putusan
Pengadilan Negeri Nomor 111/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel, sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

b. Menyatakan tergugat telah wanprestasi;

c. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) untuk masing-masing penerima manfaat yaitu

anak-anak tertanggung Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari
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sebanyak 6 (enam) orang sesuai sertifikat asuransi bernama Ray
Arsya Naka, Michele Rainaya Naka, Fahri Arsyil Shahabi, Eleazar
Darish Naka, Vanessa Annoora Naka, dan Ziggy Al Ghifari;

d. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

e. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan putusan di atas, Majelis Hakim memutuskan sengketa
wanprestasi berdasarkan bukti dan fakta yang terdapat dalam persidangan, hal
tersebut yang menjadi dasar dan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan
putusan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada
tingkat pertama yaitu :

a. Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat
adalah mengenai wanprestasi Tergugat karena tidak membayar
klaim asuransi atas nama Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari.

b. Menimbang bahwa persengketaan kedua belah pihak mengenai
bahwa kesepakatan antara penggugat dan tergugat tentang asuransi
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 246 KUHD jo Pasal 247
KUHD, dimana kesepakatan telah memenuhi syarat-syarat dalam
Pasal 1320 KUHPerdata sehingga sesuai Pasal 1338 KUHPerdata
yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus
dilaksanakan dengan itikad baik. Namun Tergugat tidak bersedia

melaksanakan kewajibannya dan membatalkan polis secara sepihak.
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c. Menimbang bahwa Tergugat membantah dengan mendalilkan
bahwa tidak terbukti wanprestasi karena telah sesuai dengan
ketentuan Bagian V Sertifikat Asuransi Primajaga 100 dan Pasal
20.1 Polis Nomor 4291991760 karena terbukti surat yang dijadikan
dokumen pendukung menyatakan penyebab kematian tertanggung
yaitu Asma Bronkial dan sebelum lewatnya jangka waktu 24 (dua
puluh empat) bulan sejak mengikuti program asuransi tersebut,
sehingga karena tidak terbukti wanprestasi maka Tergugat tidak
berkewajiban memberikan ganti kerugian apapun.

d. Menimbang bahwa Penggugat menguatkan dalilnya dengan
mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-24 dan saksi-saksi yaitu
Noviansyah Siregar, Deby Wahyudi dan Budhi Santoso.

e. Menimbang bahwa Tergugat menguatkan dalil sangkalannya
dengan mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-39 dan keteranngan
ahli yaitu Sujono Soepeno.

f. Menimbang bahwa Tergugat tidak bersedia membayar klaim
berdasarkan dengan surat keterangan dr. Bunga (T-11) yang
menerangkan penyebab kematian Asma Bronkial, namun
pernyataan tersebut telah ditarik kembali oleh dr. Bunga
sebagaimana bukti P-19.

g. Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan tertanggung

dalam keadaan sehat sebelum perjalanan pulang.
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h. Menimbang pendapat ahli Tergugat menyatakan bahwa asuransi
dapat dilakukan secara medical atau non-medical. Non-medical yaitu
tanpa dilakukan pengecekan oleh dokter terlebih dahulu, sedangkan
medical harus adanya pemeriksaan terlebih dahulu.

i. Menimbang terhadap pengecualian yang dibuat oleh penanggung
secara sepihak dalam polis asuransi sangat merugikan tertanggung,
meskipun tertanggung setuju dan menandatanganinya karena
pengecualian dalam Pasal V ayat (1) Primajaga 100 tidak disertai
kewajiban medical check-up untuk mengetahui kondisi calon
tertanggung sangat memungkinkan seseorang tidak mengetahui
kesehatan fisik dan penyakit yang dialami kecuali dilakukan rekam
medis.

J. Menimbang penolakan klaim oleh tergugat selaku penanggung
hanya berdasarkan surat keterangan dr. Bunga (bukti P-19) yang
telah dicabut sendiri oleh dr. Bunga.

k. Menimbang pada kenyataannya Alm. Mayang Sri tidak sedang
dirawat dan tidak terdapat bukti-bukti tentang penyakit sebelumnya
sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat tidak beralasan
hukum atas penolakannya dalam membayar klaim terhadap ahli
waris tertanggung, oleh karena itu tergugat dinyatakan wanprestasi
dengan tidak melaksanakan sama sekali prestasinya dan dituntut

untuk membayar ganti kerugian.
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. Menimbang akibat dari wanprestasi sebagaimana ketentuan dalam
Pasal 1243 KUHPerdata maka Tergugat wajib membayarkan ganti
kerugian berdasarkan Polis Nomor 4291991760 sejumlah Rp
25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Primajaga 100
Nomor 003589559486 sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah).

.Menimbang tuntutan ganti kerugian immaterial yang dimintakan
tidak diikuti perincian dari Penggugat sehingga harus ditolak.

. Menimbang dwangsom  yang diajukan Penggugat menyangkut

pembayaran sejumlah uang, sehingga harus ditolak.

. Menimbang selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak

meletakkan sita jaminan, sehingga petitum tersebut ditolak.

. Menimbang Penggugat menyatakan putusan perkara ini dapat

dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum

verzet, banding maupun kasasi harus ditolak karena tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 180 (1) HIR.

. Menimbang gugatan penggugat dikabulkan maka Tergugat berada

di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya

perkara.
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a. Analisis Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Pada Tingkat
Pertama
Berdasarkan uraian di atas pertimbangan dan putusan yang
dijatuhkan Majelis Hakim telah sesuai dengan aturan hukum yang
berlaku. Dalam perkara ini terjadi perbedaan sudut pandang antara
penggugat dan tergugat terkait penyebab kematian dari tertanggung,
dimana penggugat menyebutkan bahwa kematian tertanggung tidak
termasuk dalam pengecualian polis asuransi, dimana tertanggung
dinyakan telah meninggal saat sampai di Klinik Sayang Bunda Jati
Asih oleh dokter pemeriksa (tidak dirawat) dan tergugat menyatakan
bahwa penyebab kematian disebabkan oleh penyakit yang
dideritanya berdasarkan surat keterangan dr. Bunga yang telah
dicabut, sehingga tidak terdapat bukti konkret bahwa penyebab
kematian tertanggung disebabkan oleh Hipoksia e.c asma bronkial.
1.) Terkait Wanprestasi
Wanprestasi terjadi karena tergugat telah lalai untuk
memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam polis
asuransi dan tergugat tidak dapat membuktikan bahwa hal
tersebut diluar kesalahannya atau dalam keadaan yang memaksa.
Oleh karena hal tersebut penggugat memberikan somasi sebagai
bentuk peringatan atau teguran agar tergugat dapat memenuhi
kewajibannya. Somasi tersebut dikirimkan pada tanggal 14

November 2016 dan ditanggapi tergugat 22 November 2016 yang
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mana tetap tidak bersedia memenuhi kewajibannya untuk
membayarkan klaim asuransi.
Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, disebutkan bahwa :
Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak
dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, walaupun
telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan
itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau
dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya
dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
Selanjutnya berdasarkan uraian pasal di atas, tuntuntan atas
wanprestasi dari perjanjian asuransi dapat dilakukan apabila
penanggung telah diberi peringatan bahwa telah lalai untuk
memenuhi kewajibannya, namun tetap hal tersebut tidak
dilaksanakan. Sehingga Pasal 1243 KUHPerdata menjadi dasar
timbulnya hak untuk menuntut ganti kerugian atas tindakan
tergugat yang telah melakukan wanprestasi.
2.) Terkait Pembuktian
Kemudian dapat  diketahui bahwa  Pemohon
kasasi/Tergugat yang membantah dalil gugatan wajib
membuktikan ~ kebenarannya  sehingga dapat menjadi
pertimbangan hakim, sebagaimana terdapat dalam Pasal 163 HIR,
disebutkan bahwa :
Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia
menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya
itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu

harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian
itu.
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Namun dalam kasus ini Pemohon Kasasi/Tergugat tidak
dapat memberikan bukti sehingga hakim tidak dapat menerima
alasan yang diajukan. Oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim
menjatuhkan putusan terhadap tergugat untuk membayar ganti
kerugian kepada ke-6 (enam) ahli waris.

3.) Terkait Ganti Kerugian

Pada Putusan, penggugat dalam salah satu petitumnya
menyatakan terkait dengan kerugian materiil sebesar Rp
25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan kerugian immateril
yang diajukan yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1246 KUHPerdata:

Biaya, ganti tugi, dan bunga yang oleh si berutang boleh
dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umunya atas
rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus
dapat dinikmatinya, dengan tidak = mengurangi
pengecualian-pengecualian  serta - perubahan-perubahan
yang akan disebut di bawah ini.

Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata ganti rugi harus dapat
diukur jenis dan jumlahnya seperti keuntungan dan kerugian yang
akan diperoleh ketika perjanjian tersebut dipenuhi, maka ganti
rugi yang dapat diterima penggugat terdiri atas :

a.) Biaya, pengeluaran untuk ongkos-ongkos yang nyata;

b.)Rugi, kerugian yang dialami karena kehilangan atas

manfaat dari jasa yang digunakan yang diakibatkan oleh

tergugat;
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c.)Bunga, keuntungan yang seharsnya diperoleh atau
diharapkan penggugat karena tergugat lalai dalam
melaksanakan kewajibannya.*®

Berdasarkan uraian di atas, biaya, rugi dan bunga harus
dijelaskan secara terperinci sehingga tergugat tidak diwajibkan
membayar hal di luar perjanjian atau yang telah disepakati.
Dimana terkait dengan kerugian materil patut dikabulkan
mengingat jumlah tersebut sebagaimana kerugian yang dialami
tertanggung dan penerima manfaat apabila klaim asuransi
tersebut dikabulkan. Namun Penggugat dalam pengajuan
kerugian immateriil tidak menjelaskan secara terperinci
mengenai hal yang dialami dan penentuan jumlah kerugian
dideritanya, sehingga berdasarkan hal tersebut hakim menolak
permeohonan tersebut.

Permohonan ganti kerugian immateriil jarang dikabulkan
oleh Majelis Hakim, karena hal tersebut berdasarkan subjektifitas
hakim apakah tuntutan tersebut layak atau tidak untuk
dikabulkan. Kerugian immateriil berbeda dengan kerugian
materiil yang dapat dibuktikan berdasarkan perbuatan
penanggung yang telah merugikan yaitu wanprestasi, sedangkan

kerugian immateriil tidak dapat diukur karena terkait dengan

4 Medika Andarika Adati, 2018, “Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat di Pidana Menurut
Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” , Lex Privatum, Vol. VI/No.4, hal. 8.
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perasaan batin, jiwa dari tertanggung sehingga sulit untuk
dibuktikan.

Majelis Hakim tidak memperhitungkan keadaan kongkrit
tertanggung, Majelis Hakim hanya melihat besaran kerugian yang
dialami tertanggung secara materiil yaitu terkait besaran klaim
yang diajukan, sehingga Majelis Hakim  tidak
mempertimbangkan  keadaan lainnya yang merugikan
tertanggung akibat dari wanprestasi yang dilakukan penanggung
seperti biaya perjalanan, akomodasi atau biaya lain yang mungkin
tidak terukur.

Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1250 KUHPerdata terkait
ganti kerugian tidak dapat dijadikan pedoman terkait bagaimana
penentuan dan cara penghitungan ganti kerugian secara tepat,
sehingga seharusnya terdapat aturan hukum yang mengatur
penetuan ganti kKerugian secara immateriil agar Majelis Hakim
mempunyai pedoman yanh sama dalam menjatuhkan putusan.

4.) Terkait Sita Jaminan

Kemudian dalam  petitum tergugat mengajukan
permohonan sita jaminan, pada pertimbangan hakim dasar hukum
tidak diuraikan secara jelas. Permohonan sita jaminan tersebut
ditolak karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur
dalam Pasal 227 HIR ayat (1), dikatakan bahwa :

Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang
yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan
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atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum
dapat dijalankan, mencari akal akan
menggelapkan/membawa barangnya baik yang tidak tetap
maupun tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-
barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan
orang yang berkepentingan memberi perintah, supaya disita
barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan
permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan
akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang
pertama sesudah itu memajukan dan menguatkan
gugatannya.

Mengingat =~ tidak terdapat bukti atau fakta yang
menunjukkan tergugat akan menggelapkan atau mengalihkan
asset miliknya sehingga permohonan sita jaminan tersebut tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga
permohonan tersebut patut ditolak oleh Majelis Hakim.

5.) Terkait dwangsom

Terkait dengan permohonan dwangsom yang diajukan yaitu
sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari setiap lalai
melaksanakan putusan tidak dapat dibenarkan dan sesuai dengan
putusan Majelis Hakim vyaitu ditolak. Namun dalam
pertimbangannya hakim tidak mencantumkan dasar hukum yang
digunakan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 606a Rv,
dikatakan bahwa :

Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukum

untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang

maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali
terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya
harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya telah

ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut
dinamakan uang paksa.
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Sengketa yang terjadi berkaitan dengan kerugian sejumlah
uang, yang mana tentunya putusan oleh Majelis Hakim yaitu
menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang, sehingga
hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal
606a RV sehingga permohonan tersebut ditolak oleh Majelis
Hakim.

6.) Terkait putusan serta merta

Permohonan terkait dengan putusan serta merta yaitu
dimana penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis
Hakim agar putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu
meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi.
Perlu dilihat terlebih dahulu apakah permohonan tersebut telah
memenuhi ketentuan dalam Angka 4 Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2000, dikatakan bahwa :

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk,

yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama,

para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan

Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali

dalam hal-hal sebagai berikut :

a.) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat
tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi
dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang
tidak mempunyai kekuatan bukti.

b.) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah
pasti dan tidak dibantah.

c.) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang
dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah
habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan
kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.

d.)Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta
perkawinan setelah putusan mengenai gugatan cerai
mempunyai kekuatan hukum tetap.
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e.) Dikabulkannya  gugatan provisional, dengan
pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta
memenuhi Pasal 332 Rv.

f.) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan
dengan pokok gugatan yang diajukan.

g.) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Berdasarkan uraian di atas, maka permohonan putusan serta
merta yang dimohonkan penggugat kepada hakim tidak dapat
dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur
sehingga dianggap tidak sah secara hukum. Oleh karena hal

tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dan

menyatakan ditolak.

b. Analisis Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Agung pada Tingkat

Kasasi

Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana tertuang dalam
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 242/PDT/2018/PT DKI,
menyatakan bahwa putusan tersebut ~menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri, kemudian diajukan Permohonan Kasasi oleh
Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yaitu PT. Asuransi Jiwa
Manulife Indonesia. Permohonan Kasasi diajukan dengan harapan
bahwa Majelis Hakim Agung dapat membatalkan putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
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Kemudian alasan yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat
dibenarkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam
menjatuhkan putusan pada tingkat kasasi yaitu :
1.)Bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi yaitu
dengan menolak pembayaran klaim asuransi, dimana sebagai
penanggung menolak membayar klaim asuransi berdasarkan
surat keterangan dr. Bunga yang menyatakan Tergugat meninggal
diakibatkan penyakit asma bronkial, namun bukti surat tersebut
P-19 telah dicabut oleh dr. Bunga. Berdasarkan rekam medis
tidak diketahui secara pasti penyebab kematian tertanggung dan
penanggung tidak dapat membuktikan alasan penolakan tersebut
termasuk dalam pengecualian perjanjian asuransi sehingga
penanggung wajib membayar klaim asuransi tersebut kepada
penggugat.

2.)Bahwa alasan diajukannya permohonan kasasi yaitu terkait
penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terkait
keyakinan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam
pemeriksaan pada tingkat kasasi.

3.) Bahwa putusan judex facti/ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam
perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

undang, sehingga permohonan kasasi ditolak.
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4.)Bahwa permohonan kasasi ditolak, sehingga pemohon kasasi
berada di pihak yang kalah sehingga dihukum membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan.

Pertimbangan Majelis Hakim Agung sesuai dengan aturan
yang berlaku, dapat diketahui bahwa Pemohon kasasi/Tergugat tidak
dapat membuktikan kebenarannya sehingga hakim tidak dapat
menerima alasan yang diajukan dan mengabulkan permohonannya
sebagaimana juga yang terjadi pada persidangan di tingkat pertama
dan banding. Kemudian permohonan kasasi yang diajukan tidak
sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009, dikatakan bahwa :

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan

atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan

peradilan karena :

1.) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

2.)Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

3.)Lalai -memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian
itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim Agung hanya dapat
membatalkan putusan apabila memenuhi ketentuan di atas dan
permohonan yang diajukan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
tidak memenuhi salah satu alasan di atas. Kemudian putusan yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak bertentangan

dengan hukum atau undang-undang. Oleh karena hal tersebut,
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Majelis Hakim Agung harus menolak permohonan kasasi yang
diajukan PT. Asuransi Jiwa Manulife.

Berdasarkan uraian di atas, dengan dihukumnya PT. Asuransi Jiwa
Manulife untuk membayar ganti kerugian yang dialami tertanggung dan
penerima manfaat, maka Majelis Hakim mengembalikan hak yang dimiliki
oleh tertanggung sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi dan
memberikan kepastian hukum. Keputusan yang dijatuhkan merupakan hasil
dari pertimbangan berdasarkan fakta dan bukti persidangan, dengan
berpegang pada aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku.

Terkait dengan kerugian immateriil yang diajukan patut untuk ditolak
karena tidak menjelaskan secara rinci, namun aturan terkait ganti kerugian
immateriil ini sendiri belum mempunyai pedoman dalam menentukan
besaran dan menghitung secara cepat, sehingga tidak diketahui apakah ganti
kerugian immateriil yang diajukan telah sesuai atau tepat. Oleh karena hal
tersebut, dibutuhkan aturan maupun pedoman bagi hakim dalam menentukan
dan mempertimbangkan terkait dengan kerugian immateriil.

Dari amar putusan yang dijatuhkan baik dari tingkat pertama, banding
maupun Kkasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
mengingat bahwa PT. Asuransi Jiwa Manulife selaku penanggung/tergugat
telah melakukan perbuatan wanprestasi dan tuduhan yang diberikan kepada
tertanggung yaitu Alm. Mayang Sri tidak benar mengingat tidak terdapatnya
bukti atau fakta yang menunjukkan bahwa kematiannya disebabkan Asma

Bronkial.

83



Namun dalam beberapa pertimbangan Majelis Hakim seperti sita
jaminan dan dwangsom tidak memberikan dasar hukum yang jelas, padahal
hal ini menjadi poin penting untuk mengetahui landasan hakim atau aturan
yang digunakan dalam menjatuhkan putusan, meskipun putusan tersebut telah
sesuai dengan aturan yang ada. Majelis Hakim dapat menggunakan pasal
dalam perundang—undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi maupun
doktrin hukum dalam pertimbangannya, dengan adanya pertimbangan yang
jelas maka terdapat pertanggungjawaban hukum.

Kemudian pada tingkat kasasi, permohonan kasasi tidak dapat
dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur,
sehingga Majelis Hakim Agung tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan
Tinggi Nomor 242/PDT/2018/PT DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Nomor
111/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel dan penerima manfaat yaitu ke-6 (enam) ahli
waris dari tertanggung mendapat perlindungan berupa ganti kerugian dan

memperoleh hak atas manfaat asuransi.
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